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PENETAPAN DIVISI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO 

ABSTRAK  :  untuk penyelarasan penamaan dan pembagian divisi pada Komisi Pemilihan Umum 
Kota Palopo masa jabatan 2020 s/d 2023 maka perlu adanya pembagian Divisi 
Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo 

 
  Dasar Hukum Keputusan ini adalah :  

  Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 
2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 
Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801); Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Bersama KPU, Badan Pengawas Pemilihan Umum, 
dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012 
dan 01 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan Umum; 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja 
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan 
Umum Kabupaten/Kota, sebagaiman telah beberapa diubah terakhir, dengan 
Perturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Komisi 
Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja 
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan dengan Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008. 

   

  Dalam Keputusan ini diatur tentang :  

  Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor 

210a/PK.1-Kpt/7373/KPU-Kot/X/2018 Tentang Penetapan Divisi Komisi 

Pemilihan Umum Kota Palopo 

 

 

CATATAN :  -  Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 Januari 2020. 

- Lampiran 3 hlmn 


